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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 329/MENKES/VI/PER/1991 . . 
T E N T A N G 

0 

MASA ·BAKTI BIDAN 

MENTER! KESEHATAN REPBULIK INDONESIA 

a. bahwa· dalam rangka mendekatkan dan memperluas 
• I 

jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarafat 

yang bertujuan .untulc menurunkan angka kematian 
I . 

bayi dan bali ta serta · angka kematian ibu, perlu 

dilakukan penyebaran t~naga bidan s.ecara merata 

sampai wilayah pedesaan. 

b. bahwa berhubung de~gan huruf a di~tasi perlu di­

tetapkan Pe~aturan Menferi Kesehatan Republik 

Indonesia tentan1 Masa Bakti Bidan • 

• 

1. Undang~undang Nomor 9 Tahun 1960 ten tang Pokok-

Pokok Kesehatan; 
I 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 196.3 ten tang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-undang: Nomor 18 Tahun 1964 ten tang Wajib 

Kerja Tenaga Paramedis; 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-

Pokok Kepegawaian; 

L 

. .... 



Menetapkan 

. : 

MENTERI KE~EHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

• 
- 2 -

5. Peraturan · Pemerintah No~or 7 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam 

Bidang Kesehatan Kepaqa Daerah. 

M E M U T U S K A N· 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG MASA BAKTI ·BIDAN. 

BAB I 

J(ETEN'f UAN UMUM 

Pasal 1 

~ang dimaksud dalam peraturan ini dengan .: 
I 

a. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti dan 

menyelesaikan pendidikan Bidan yang telan diakui 

Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengaq persya- . 

ratan yang berlaku. 

b~ Masa bakti ~dalah masa pengabdian Bidan dalam 
• rangka menjalankan tuga~ sebagai Bidan pada 

sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. 

c. Program·Pendidikan Bidan dis~ngkat PPB adalah pro 

gram pendidikan sebagaimana dimaksud didalarn Pe­

raturan Menteri Kesehatan No 386/Menkes/SK/VII/ 

1985 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan 

Bidan. 

d • . Desa adalah Wilayah administrasi tingkat Desa, 

yang belum terjangkau oleh sarana kesehatan . 
.,.. 

e. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehat­

an di Kabupaten/Kotamadya. 

f. Kakanwil adalah Kepala Kantor Departemen Kesehat­

an di Propinsi. 

; . 
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g. Dirjen adal'ah Direktur ,Jenderal Pelayanaq. Medik 

atau Direktur Jenderal Pembinaan kesehatan Masya­

raka t. 

BAB i:r 

PELAPORAN 

Pasal 2 

(1). Pimpinan penyelenggara pendidikan ·sidan wajib 

menyampaikan laporan secara tertulis kepada 

Kakanwil ·Setempat mengenai peaerta didik Bid~n 

selambat-lambatnya 1 (satu) · bulan setelah ·di 

nyatakan lulus. 

(2) Laporan sebagaiman~ dimaksud ayat (1) memuat 

da.ftar nama lulusan Bidan, status pe~erta didik 

dan instansi asal. 
~ 

(3) Ben~uk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat 
. . 

( 2) seperti tersebut dalam lampiran I peraturan 

ini. 

Pasal 3 

(1). Bidan yang telah .dilaporkan .sebagaimana dimaksud 

p~sal 4 diberikan Surat Penugasan oleh Kakanwil 

setempat. 

c 

(2). Ben~uk dan isi surat penugasan sebagaimana . dimak­

sud ayat (1) seperti tersebut dalam lampiran II 

peraturan ini. 

I I 

I I 

i 

! ' 

. I 
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lb >1 Of>fl Pasal · 4 .d· 

-.s 2.oM 
Suraf Penugas~~ · sebagaimana di~aksud ·b~sal 3 merqpakan 

pe~berian kewenangan untuk m•lakukan p~kerjaap sebagai 

Bidan dan Surat ·Penugasan dimaksud sebagai dasar untuk 

memperoleh ijin praktek perorangan. 

· BAB · III 

MASA BAKTI 

Pasal 5 

t! i rn '
1

';
1(.f) IN~r1i<~~tNb'~A Ria~~i:in ti~k~~' ' <l dilifl~'rblfR·ci-~ mit!Jk memenuhi 

· : 
1 

L 
/ i>rbgram _. ·'K.'eseh1at~{tt• • dait1cirb· 1 111 f'JY~ti-gka pemerataan 

(j1,1;J..1 'i <1 pe1lay~na~ Q~~~h,ataH '. 1'o1 .J . ,, lJ.wru.l{bA 

ii> r11.1~,,:t !•1: ; w;:;.' rid ( 11Jr.5?) r.~1iJ1,d 11ti t--:u~um )Je 8 . 

( 2 ) , ., t / I '1 ( J...' 1_15. f C. .l.!J.:T • Penempatan bidan di lu.ar · kt::'t'e·rrtu'a.rr .sebagaiman di-

. ~u.11 I) 
maksud ayat ( 1) dilaksanak,an setelah · kebutuhan 
_p:r.·ogra:n ,; tefp1enuh1.~~ . • ." ·" -' · ' HA1 > .. 

i. t ) , , · .1 a· ''i ;:;,1 J •I · ~ :•,' -'I, j • l !.)/Jlblf l•JJ.tJfJ 

L ·t 1 ·' 11 
I 

. It • Pasal 6 

Pe~empatan Bidan u~tuk pemenuhan kebµtuhan program 

k·~s~hatan dengan Jrut~n' priorita.s '. seba~ai {berikut 
t n <t-,o1nt:i! 11t:.J1 •• I 1 .. 1du.L i.J •• S~"'-~ (~} a. Di Desa; 
b. Di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;·lni-

c. Di Rumah Sakit/Puskesmas yang ada di Ibukota Daerah 

Tingkat I atau Tingkat II. 
r J. "n'i 

. . 
Pasal 7 

Laman.Ya ·~ t:peiaksanai:ln mas~ .... Bbakt i s@bl!gaimana dimaksud 

dalam pasal 6, dilaksanakan sekurBhJg'.s.kurangnya : 

a. 3 tahun untuk di Desa 
'. ;) £f; "'- 1 I 

. b. )3 nf ahun un-t~k di
1 r p\fakesroas'i Pus Jtle1smas ·PEfutban tu. 

lI IoJ.i.i1'L 1 '- ·ir. 
c. s tahun l uri t ilk di ~ R(ilna11 sakit ~ Y t>uskesmas yang ada di 

Ibukota Daerah Tingkat 1'/Tirt'gk'af II. 

· ·.· 

'1 
I 

:\ 
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Pasal 8 

(l}. Bidan ,¥-ang telah selesai melaksanakan masa bakti 

diberikan Su~at Keterangan selesai Masa Bakti 

yang dikeluarkan oleh Kakanwil.setempat. · 

'(2}. Bentuk dan isi Surat Keterangan sebagaimana di­

maksud · ayat (l} seperti tersebut dalam Lampiran 

III peraturan ini • 

Pasal 9 
.. 

Bidan yang telah melaksanakan · Masa Bakti dapat: 

a. Mengembangkan karier me.lialui jalur · pendidikan dan · 
I 

pelatihan atau pindah ke sarana kesehatan lain, 
c 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Mengembangkan karier melalui jabatan fungsional 

atau struktural atau melaksanakan . praktek perorang­

an setelah mernenu~i ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. + 

BAB N. •: 

PEMBINAAN "DAN PENGAWASAN 

rasal 10 

' (l}. Pembinaan dan pengawasan secara tehnis dilaksana­

ken oleh Direktur Jenderal . dengan mengikutserta'"'" · 

kan organisasi profesi. 

(2}. Pembinaan dan pengawasan administratif dilaksa- · 

nakan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 

... 
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BAB :N 
0 

S A N K S I 

Pasal 11 

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini di­

kenakan sanksi administrasi seperti yang diatur 

d.alam pasal 11 Undang-undang Nomor · 6 Tahun 1964 

tentang Wajib Kerja : Paramedis~ 

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat 

, .:.o, 

( 1) berupa teguran lisan sampai pencabutan ijin 

atau penggantian biaya ~elama mengikuti pendidik­

an bidan, yang sekurang-kurangnya 2 ( dua) kali 

dan sebanyak-banyaknya 5 ( lima) kali dari biaya, .. 

pendidikan Bidan. 

BAB VI 

KETENTUAN~PERALIHAN 
• Pasal 12 

(1). Dengan berlakunya peratur~n ini semua bidan yang 

masih dan akan melaksanakan prof esinya tetap 

diwajibkan ·mendaftarkan diri ke Kanwil setempat 

untuk mendapatkan Surat Penugasan • 

. (2). Bidan yang pada saat berlakunya peraturan ini 

telah melaksanakan tugas · pada sarana k~senatan . 

pemerintah a tau swasta, sesuai dengan keteqtuan 

peraturan ini, dianggap telah melaksanakan inasa 

bakti. 

ii 
i 
I 

l ,. 
I 
I 

I 

I 
I 

·. t 

. " .r . .;I 

:1 
I 
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BAB VII. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Hal yang bersifat tehnis yang belum diatur dalam pe­

raturan ini akan diatur tersendi~i. 

Pa_sal 1-4 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tang~al ditetqpkan 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penguqdang 

an peraturan' ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

Ditetapl,<an di J A. K A R T A 

14 Juni 1991 

INDONESI~~ 

MPH.~ 



., ' 
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Lampiran I 

PERAWRAN MENTER! KESEHATAN RI 

N(].{)R :329/MENKES/VI/PER/1991 

TANGGAL :14 Jtmi 1991 

LAPORA!~ LULUSAN PENDIDIKAN BIDAN 

. -- - ·-· --, ··--·· --- ·- ·--- -----· -·· ---; ---, -·---- -- -·-··-
' ' i ~!''.: ;·- .'\~'7 

t<o. NIWA SISl;A I L/2 I = Ll\HIR 

i I 

. i 

I 

·I 

I 

I 

I 

IlJllJS ' MAl\fAT' *) 1 KE:"l.°'ERANGAN **) I 
! . I 
! 

'----~· _ ______ .;_ _ __,_ ______ ~----'-------+-~-----

Tembusan : 

1. Kapusdiknakes Ile?<as RI 
2. Karo .t<epegawaian Setjen Dapres RI . 

*) Alanat yang nu1ah dihubmgi 0 

**) Tugas oolajar dari Instansi & Status 
Kepegawaian. 
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Lampiran III 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN RI 

TANGGAL :329/MENKES/VI/P&R/l991 

NOMOR : 14 Juni 1991 

-------------------------------

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KETERANGAN 

SELESAI MASA BAKTI BIDAN 

No. : 

c' • 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Repubiik 

Indonesia Nomor ••••••••••••••••••••••••••••••• tahun 1990 

ten tang Mas a Bakti Bidan, bahwa kep.ada 

N a m a 

Tempat/tanggal lahir 

Pangkat/jabatan . • 

Unit kerja 

+ 

Dinyatakan telah Sel:t?sai.,,.. Me.la~sqnakan Mas a Bak ti. Dan 
\•\' . 

kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih dan 

penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan Masa 

Bakti tersebut. 

DIKELUARKAN DI 

PADA TANGGAL 

An. MENTER! KESEHATAN R.I. 
I 

KEPALA KANTOR WILAYAH 

DEPARTEMEN KESEHATAN PROP. 

. . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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Lampiran II 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN RI 
NOMOR :329/MENKES/VI/PER/1991 

TANGGAL : 14 Juni 1991 

DEPARTEMEN KESEijATAN REPUBLIK INDONESIA ., 
SURAT - PENUGASAN 

No. : 

' Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-

nesia Nomor ••••••••••••••••••••••••••••••• tahun 1990 

tentang Masa Bakti Bidan bahwa kepada : 

N a m a 

Temp~t/tanggal lahir 

L u l u s a n 

. .. 

diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan 

sebagai bidan, diselurt:ijl wilayah Republik Indonesia • 

Past foto 

• 

. DIKELUARKAN DI : 

. PADA TANGGAL 

An. MENT.ERI KESEHATAN R. I. 

KEPA·LA KANTOR WILAY'AH 

DEPARTEMEN KESEHATAN PROP • 

'-----
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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